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ABSTRAK 

 
Aditia Warman (18043068) : Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap 
Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris 
Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat 
Tahun 2017-2021). 

 
 
         Dosen Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Total Sampling 

dengan jumlah sampel 19 Kabupaten/ Kota dengan jangka waktu 5 tahun. Analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tapi 

tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja 

Modal berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah. 

 
 

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah, 

Perumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Secara universal, tujuan utama otonomi daerah merupakan 

pemberdayaan wilayah buat mengelola keuangannya secara mandiri, 

sehingga pengelolaan keuangan bisa memenuhi kebutuhan tiap-tiap 

wilayah, serta pengelolaan keuangan bisa lebih efisien serta efektif 

(desentralisasi fiskal). Daerah bisa memetakan kebutuhan mereka 

sendiri serta mengalokasikan sumber energi yangcocok. Sentralisasi 

fiskal, di mana pemerintah pusat mengawasi keuangan daerah, tidak 

berlaku di sini. 

Menurut Abdul Halim (2011), kemandirian keuangan suatu daerah 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitasnya untuk 

menjalankan otonomi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang 

diperlukan untuk administrasi daerah, pemeliharaan, dan penyediaan 

layanan kepada penduduknya yang telah membayar pajak dan 

pungutan lainnya. 

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks 

Kemandirian Fiskal (IKF) dengan perbandingan total pendapatan asli 

daerah dengan total dana transfer. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua 

belanja ditanggung dana transfer dan tidak terdapat kontribusi PAD) 
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hingga 100 (semua belanja ditanggung PAD dan tidak terdapat 

dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka 

semakin Belum Mandiri daerah tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi 

nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah (BPK- 

RI, 2020). Kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokan menjadi 

     dan  

Mandiri seperti ditunjukkan pada table berikut: 

Tabel 1. 1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah 
 

No Nilai IKF Kondisi Kemandirian Fiskal 

1 0  < 25 Belum Mandiri 

2 25  < 50 Menuju kemandirian 

3 50  < 75 Mandiri 

4 75   Sangat mandiri 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuagan Republik Indonesia 
 

Keuangan daerah sebelum otonomi diberlakukan dan setelah 

keuangan daerah periode otonomi di Indonesia menunjukkan 

perubahan.   Karena   daerah      memiliki       kebebasan untuk 

mengalokasikan sumber daya keuangannya, kemandirian keuagan 

daerah merupakan konseskuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. 

Namun dalam praktiknya, pendanaan kegiatan otonomi daerah 

bersumber dari uang transfer pusat yang mengalir dan tumbuh sangat 

cepat dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan kebijakan
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desentralisasi fiskal yang dilakukan sejak tahun 2004, dan kebijakan 

otonomi daerah yang dilakukan sejak tahun 2001, belum juga 

membuahkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini tercermin dari 

rendahnya tingkat desentralisasi fiskal di pemerintah kabupaten/kota di 

Indonesia (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021). 

Perihal ini sangat gampang sekali buat dibuktikan, sebab tercatat 

sepanjang 2 dekade terakhir jumlah dana transfer buat wilayah 

senantiasa saja bertambah signifikan dari Rp81, 05 triliun (2001) jadi 

Rp812, 97 triliun (2019) serta sedikit menyusut di tahun (2020) jadi 

Rp762,54 triliun selaku akibat pandemic covid-19. Dana transfer dari 

APBN setelah itu jadi sumber utama pemasukan Anggaran Pendapatan 

serta Belanja Daerah (APBD) yang sepanjang 2 dekade jatah rata- rata 

sebesar 66,81% dari total pemasukan daerah. Total Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 cuma menyumbangkan 

proporsi 23,67% daripemasukan daerah (Departemen Keuangan RI, 

2021). Maksudnya, dari aspek Kemandirian fiskal pemerintah daerah 

di Indonesia masih terkategori sangat rendah (Belum Mandiri). 

Selanjutnya, menurut temuan penilaian desentralisasi fiskal tahun 

2004 hingga 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 

443 dari 503 pemerintah daerah masih dikategorikan belum mandiri. 

Hal itu menunjukkan bahwa hingga 88,07% pemerintah daerah masih 

belum berpemerintahan sendiri. Dari tahun 2013 hingga 2020, 

setidaknya 468 pemerintah daerah, atau 93,4% dari seluruh pemerintah
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daerah di Indonesia, tetap menggunakan pengelolaan keuangan yang 

sama, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (Pusat Pengkajian 

Anggaran DPR RI, 2021). Berikut tabel rasio tingkat kemandirian 

keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2017- 

2021.
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Tabel 1. 2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-
rata

Tingkat 
Kemandirian

Kabupaten Lima Puluh Kota 11% 6% 7% 7% 7% 7,6% Belum Mandiri

Kabupaten Agam 13% 8% 9% 5% 11% 9,2% Belum Mandiri
Kabupaten kepulauan Mentawai 8% 5% 5% 5% 4% 5,4% Belum Mandiri
Kabupaten Padang Pariaman 12% 7% 8% 10% 10% 9,4% Belum Mandiri
Kabupaten Pasaman 17% 12% 11% 11% 10% 12,2% Belum Mandiri
Kabupaten Pesisir Selatan 13% 9% 9% 10% 11% 10,4% Belum Mandiri
Kabupaten Sijunjung 13% 10% 10% 11% 11% 11% Belum Mandiri
Kabupaten Solok 11% 7% 7% 7% 7% 7,8% Belum Mandiri
Kabupaten Tanah Datar 17% 11% 12% 12% 12% 12,8% Belum Mandiri
Kota Bukittinggi 19% 18% 18% 14% 16% 17% Belum Mandiri
Kota Padang Panjang 18% 18% 16% 18% 21% 18,2% Belum Mandiri
Kota Padang 36% 31% 32% 32% 34% 33% Menuju Kemandirian
Kota Payakumbuh 19% 16% 15% 20% 17% 17,4% Belum Mandiri
Kota Sawahlunto 12% 9% 10% 13% 10% 10,8% Belum Mandiri
Kota Solok 8% 8% 8% 9% 9% 8,4% Belum Mandiri
Kota Pariaman 6% 6% 7% 6% 8% 6,6% Belum Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat 17% 16% 10% 12% 14% 13,8% Belum Mandiri
Kabupaten Dharmasraya 12% 10% 9% 10% 10% 10,2% Belum Mandiri
Kabupaten Solok Selatan 11% 9% 9% 11% 12% 10,4% Belum Mandiri

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbar (data diolah)

Gambar 1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabuapaten Kota di Sumatera
Barat

Sumber: data diolah

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Menuju Kemandirian

Belum Mandiri
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Berdasarkan gambar 1.1 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat tahun 2017-2021 belum ada yang mandiri. Meskipun 

Padang merupakan salah satu dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Sumatera Barat yang berada di jalur yang tepat menuju kemandirian 

keuangan daerah dengan rata- rata nilai Indeks Kemandirian Fiskal 

(IKF) sebesar 33%, namun hal itu belum bisa mengantarkan Provinsi 

Sumatera Barat dalam status Provinsi yang mandiri secara keuangan. 

Proporsi nilai IKF Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat semuanya 

masuk dalam status belum mandiri dengan rata- rata nilai IKF sebesar 

12,31%. Hal ini menunjukkan betapa besar ketergantungannya 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terhadap dukungan pemerintah 

pusat. 

Variabel lingkungan, masalah kesejahteraan, dan pertimbangan 

keuangan adalah tiga kategori menururt Groves, SM, W.M. Godsey, 

dan M.A. Shulman (2001) yang menentukan kemandirian keuangan 

daerah di era otonomi daerah. Menurut berbagai penelitian yang 

menganalisis hubungan antara karakteristik tersebut, terdapat sejumlah 

faktor yang berdampak pada berfungsinya pemerintah daerah yang 

mandiri secara finansial baik secara domestik maupun global. Ukuran 

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal adalah beberapa 

variabel yang berdampak pada kemandirian keuangan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh
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ukuran pemerintah daerah (Kuncahyono, H. 2015). Pemerintah daerah 

dengan total asset yang besar dapat secara efektif mengelola jalannya 

pemerintahan dan menggunakan nilai aset yang tinggi untuk 

meningkatkan aliran pendapatan daerah yang prospektif. 

Penelitian Leny Gaghana dkk. (2018) pada kabupaten dan kota di 

Sulawesi Utara menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak 

positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Besar kecilnya 

kemandirian finansial suatu daerah akan bergantung pada laju 

pertumbuhan ekonominya. Tingkat kemandirian finansial suatu 

wilayah tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan 

ekonominya. 

Penelitian Sarah Normal  

 

menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap 

kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian 

(Defitri, 2020) yang menghasilkan hasil serupa. Pengeluaran 

pembangunan infrastruktur daerah (Belanja Modal) akan berdampak 

pada peningkatan pendapatan daerah dan penurunan ketergantungan 

daerah pada pembayaran transfer (kemandirian keuangan daerah). 

Provinsi Sumatera Barat memiliki kemandirian finansial yang 

sangat kecil di tingkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai 

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 

hanya sebesar 12,31%, artinya ketergantungan substansial pada uang
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transfer pusat masih sangat besar. Akibatnya, ini menjadi fenomena 

yang menarik untuk diteliti. 

Para peneliti tertarik pada masalah ini karena beberapa penyelidikan 

sebelumnya juga mengungkap perbedaan dalam temuan penelitian. 

Analisis data panel digunakan untuk menyelidiki kabupaten dan kota di 

Sumatera Barat sebagai objek penelitian selama periode lima tahun, dari 

tahun 2017 hingga 2021. Pemilihan kabupaten dan kota di Sumatera 

Barat sebagai lokasi penelitian membedakan penelitian ini dengan 

penelitian lainnya. Selain itu, penambahan dua variabel independen 

ukuran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta tahun baru 

untuk penelitian juga membedakan penelitian ini. Mencermati latar 

belakang dan informasi di atas mengenai isu kemandirian keuangan 

daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

 Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi 

Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera 

Barat Tahun 2017-  

B. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

dari konteks permasalahan yang diangkat di atas sebagai berikut: 

1. Apa pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah? 

2. Apa pengaruh   Pertumbuhan   Ekonomi   terhadap   Kemandirian
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Keuangan Daerah? 
 

3. Apa pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Menganalisis isu-isu tersebut akan mengungkapkan tujuan penelitian: 
 

1. Untuk memastikan bagaimana kemandirian keuangan daerah 

dipengaruhi oleh ukuran pemerintah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemandirian keuangan daerah 

dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi. 

3. Untuk mengkaji bagaimana belanja modal mempengaruhi 

kemandirian keuangan daerah. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut manfaat dari penelitian ini: 
 

1. Secara Teoritis 
 

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan 

yang berkaitan dengan Jurusan Akuntansi. 

2. Secara Praktis 
 

a. Memberikan masukan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera 

Barat agar memaksimalkan koordinasi antar kabupaten kota di Sumatera 

Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Barat 

bahwa pentingnya taat dalam membayar pajak dan retribusi
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dalam menjalankan usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sehingga berdampak pada kemandirian daerah. 

c. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

oleh pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian 

dengan subjek yang sama.


